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Abstrak
Visum et Repertum yang dikeluarkan tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat
atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita
ketahui, bahwa Visum et Repertum adalah sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro
yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang
dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima
jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Kata kunci : Visum et Repertum

Abstract
Post mortem issued such a letter made by officials and made the oath of office under the provisions
of the legislation. As we know, that a post mortem is a written report to the interests of justice (pro
Jjusticia) at the request of the authorities, which are made by doctors, the things seen and found on
examination of the evidence, based on the timing of receiving the oath of office, and based on the

best knowledge.
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A. Pendahuluan

Tingkat perkembangan kasus perkosaan
yang terjadi di masyarakat pada saat ini dapat
dikatakan bahwa kejahatan pemerkosaan telah
berkembang dalam kuantitas maupun kualitas
perbuatannya. Sebenarnya jenis tindak pidana
ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan
sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan
selalu mengikuti perkembangan kebudayaan
manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan
berkembang setiap saat walaupun mungkin
tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tin-
dak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di
kotakota besar yang relatif lebih maju kebu-
dayaan, kesadaran juga pengetahuan hukum-
nya tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif
masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.
Semakin beragamnya cara yang digunakan
pelaku untuk melakukan tindak pidana per-
kosaan, berbagai kesempatan dan tempat-
tempat yang memungkinkan terjadinya tindak
perkosaan. Maka dengan itu, diperlukan pema-
haman tentang fenomena apa saja yang mem-
pengaruhi eksistensi perkosaan. Hal ini sa-
ngatlah penting, karena berhubungan dengan
bagaimana cara menghadapi dan mengatasi

permasalahan yang terjadi dalam tindak pida-
na perkosaan. Perlu diketahui juga dengan
tepat siapa sebetulnya yang terlibat dalam
eksistensi suatu perkosaan, akibatnya maka
dalam hal mencegah dan mengurangi terjadi-
nya tindak pidana perkosaaan, tidak hanya
pelaku saja yang ditindak juga ditangani tetapi
juga pada korban dan pihak lain yang ber-
sangkutan dalam mencegah terjadinya tindak
pidana perkosaan.

Untuk itu dalam mengungkap suatu
kasus perkosaan akan dilakukan serangkaian
tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan
kebenaran materiill yakni bukti-bukti yang
terkait dengan tindak pidana yang terjadi,
berupaya membuat terang tindak pidana terse-
but, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku
tindak pidana perkosaan.

Proses pencarian kebenaran materiil atas
peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan ter-
tentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidi-
kan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan untuk menentukan lebih
lanjut putusan pidana yang akan diambil.
Dalam hukurn acara pidana, putusan pidana
oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya
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kebenaran materil yang tepat dan berlaku
menurut ketentuan undang-undang. Penemuan
kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah
pembuktian yaitu tentang kejadian yang kon-
krit dan senyata-nyatanya. Membuktikan se-
suatu menurut hukum pidana berarti menun-
jukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pan-
caindera dan mengutarakan hal-hal tersebut
secara logika. Hal ini karena hukum pidana
hanya mengenal pembuktian yang dapat dite-
rima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa
yang konkrit.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para
penegak hukum untuk mencari kebenaran ma-
teril suatu perkara pidana dimaksudkan untuk
menghindari adanya kekeliruan dalam penja-
tuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ten-
tang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pi-
dana, kecuali apabila pengadilan, karena
alat pembuktian yang sah menurut un-
dang-undang, mendapat keyakinan bah-
wa seseorang yang dianggap dapat ber-
tanggungjawab, telah bersalah atas per-
buatan yang didakwakan atas dirinya.'

Dengan adanya ketentuan perundang-
undangan diatas, maka dalam proses penyele-
saian perkara pidana penegak hukum wajib
mengusahakan pengurnpulan bukti maupun
fakta mengenai perkara pidana yang ditangani
dengan selengkap mungkin.

Adapun alat bukti yang sah menurut
pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi ;

2. Keterangan ahli ;
3. Surat;

4. Petunjuk;

5.

Keterangan terdakwa.’

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti
yang diperlukan guna kepentingan pemerik-
saan suatu perkara pidana, seringkali para
penegak hukum dihadapkan pada suatu ma-
salah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat
diselesaikan sendiri dikarenakan masalah ter-
sebut berada di luar kemampuan atau keah-
liannya. Dalam hal demikian maka bantuan

600

seorang ahli sangat penting diperlukan dalam
rangka mencari kebenaran materil yang se-
lengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum
tersebut.

Mengenai permintaan bantuan tenaga
ahli dalam hal penyidik menganggap perlu, ia
dapat minta pendapat orang ahli atau orang
yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan
untuk permintaan bantuan keterangan ahli
pada tahappemeriksaan persidangan dalam hal
diperlukan untuk menjemihkan duduknya
persoalan yang timbul di sidang pengadilan,
hakirn ketua sidang dapat minta keterangan
ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan
baru oleh yang berkepentingan.

Sebagaiamana disebutkan dalam pasal 1
butir 28 KUHAP :

"Keterangan ahli yang dimaksud ada-
lah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan.’

Terkait dengan keterangan ahli yang di-
maksudkan diatas yakni peranan dokter dalam
membantu penyidik memberikan keterangan
medis mengenai keadaan korban perkosaan,
hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan
bukti atau tanda pada diri korban yang dapat
menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu
tindak pidana perkosaan. Keterangan ahli
yang dimaksudkan terse but dituangkan secara
tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan
medis yang disebut dengan Visum et Reper-
tum.

Visum et Repertum merupakan laporan
tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dok-
ter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada
waktu menerima jabatan dokter, memuat pem-
beritaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat
dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh
manusia yang diperiksa dengan pengetahuan
dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan
pendapat mengenai apa yang ditemukan se-
panjang pemeriksaan tersebut.

Maka dalam hal ini, dalam suatu peris-
tiwa yang sulit untuk dibuktikan walaupun
pada sebuah kasus telah dilakukan pemeriksa-
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an dan pengumpulan barang bukti yang leng-
kap.
Sebagaimana dalam pasal 285 KUHP,
berbunyi :
"Barangsiapa dengan kekerasan atau de-
ngan ancaman kekerasan memaksa
orang wanita bersetubuh dengan dia di
luar pernikahan, diancam karena mela-
kukan perkosaan, dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.’

Jadi menurut pasal di atas, haruslah di-
buktikan terlebih dahulu adanya suatu perse-
tubuhan.

Menurut Abdu Salam :
"Bila tidak ada persetubuhan juga tidak
bisa dibuktikan maka janggal hal terse-
but adalah suatu tindak pidana perko-
saan. Pengertian tentang persetubuhan,
adalah masuknya alat kelamin laki-laki
kedalam liang senggama wanita. Ten-
tang kedalamannya belum ada ketentuan
yang pasti namun secara medis dalam
hal pembuktiannya adalah mendapatkan
sperma laki-laki di liang senggama wa-
nita yang dimaksud".’

Dengan demikian dapatlah dibayangkan
juga kesulitan dalam penyidikan ini bila terja-
di overspel. Maksudnya antara persetubuhan
yang diduga dalam waktu pemeriksaan terda-
pat lagi persetubuhan dengan suaminya sen-
diri, sebingga sperma yang ditemukan tidak
diketahui milik siapa, maka dalam ini sangat-
lah penting peranan Visum et Repertum ter-
sebut. Disamping itu tidak jarang didapatkan
suatu perkosaan dimana korban masih di ba-
wah umur dan dalam hal ini juga mempunyai
pasal-pasal tersendiri untuk ancaman huku-
mannya.

Seorang dokter dalam memeriksa korban
tindak pidana perkosaan tidak selamanya
menitikberatkan pemeriksaannya pada keada-
an selaput dara / Hymen si korban. Perkosaan
dapat dibuktikan melalui pemeriksaan sperrna
laki-laki yang ditemukan dalam vagina si kor-
ban, selama 72 jam atau 3 hari, tanda-tanda
kekerasan yang ditemukan pada tubuh si kor-
ban seperti luka, bekas pukulan atau dinya-
takan secara sungguh-sungguh dan seobyektif
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mungkin di dalam Visum et Repertum. Untuk
itu dalam persidangan, pada kasus tindak
pidana perkosaan, hakim selalu mengharapkan
keterangan saksi ahli demi tercapainya kepas-
tian Hukum.

Hakim dalam hal ini sama sekali tidak
memiliki pengetahuan atau keahlian tentang
utuh atau tidaknya selaput dara/hymen dari
seorang perempuan. Untuk mendapatkan ke-
pastian apakah selaput dara korban tindak
pidana perkosaan itu robek (utuh atau tidak
utuh), maka hakim meminta bantuan seorang
ahli, dalam hal ini seorang dokter yang juga
didengar keterangannya sebagai saksi ahli
dipersidangan dan memberikan penjelasan se-
cara lisan tentang keadaan selaput dara si
korban. Namun dalam prakteknya, seorang
dokter tidak perlu hadir dipersidangan, cukup
dengan mengeluarkan surat keterangan yang
menjelaskan keadaan selaput dara korban di-
mana dalam surat keterangan tersebut memuat
hal-hal yang ditemukan dokter terhadap si kor-
ban yang dituangkan dalam Visum et Reper-
tum. Dalam praktek dipersidangan, pada tin-
dak pidana perkosaan ada kalanya Visum et
Repertum tidak terlampir dalam berkas perka-
ra sehingga hakim dalam memeriksa tindak
pidana perkosaan tersebut mengalami kesuli-
tan karena alat buktinya tidak lengkap. Oleh
karena itu ada baiknya setiap tindak pidana
perkosaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
harus benar-benar diteliti terlebih dahulu teru-
tama dalam hal alat bukti seperti Visum et
Repertum sangat penting bagi hakim dalam
memeriksa dan mengadili terutama dalam hal
pembuktiannya.

Pada tindak pidana perkosaan apabila
dilengkapi dengan Visum et Repertum maka
akan memperlancar jalannya pemeriksaan, se-
hingga hakim dalam memeriksa perkara terse-
but cukup mempedomani Visum et Repertum
yang dikeluarkan oleh dokter. Seorang hakim
bila merasa ragu atas kebenaran ini atau ku-
rang jelasnya Visum et Repertum, maka hakim
dapat menghadirkan dokter yang mengeluar-
kan Visum et Repertum tersebut di persida-
ngan untuk didengar keterangannya sebagai
saksi ahli.

Di dalam KUHAP kedudukan atau nilai
Visum et Repertum adalah salah satu alat
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bukti yang sah di pengadilan. Visum et Reper-
tum turut berperan dalam proses pembuktian
suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan
jiwa manusia, dimana Visum et Repertum me-
nguraikan segala sesuatu tentang hasil peme-
riksaan medis yang tertuang di dalam bagian
pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap
sebagai barang bukti.

Mengenai pentingnya peranan hasil Vi-
sum et Repertum, dalam fungsinya membantu
aparat penegak hukum menangani suatu per-
kara pidana. Dalam kenyataannya, pengusutan
terhadap kasus dugaan perkosaan menunjuk-
kan betapa pentingnya peranan kedokteran
kehakiman dalam membantumenyelesaikan
perkara kejahatan seksual demi penegakan hu-
kum pi dana. Adapun Visum et Repertum se-
mata-mata dibuat agar suatu perkara pidana
menjadi jelas dan sangat berguna bagi kepen-
tingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta
diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Vi-
sum et Repertum dengan demikian tidaklah
dibuatlditerbitkan untuk kepentingan lain,
karena tujuan Visum et Repertum adalah un-
tuk memberikan kepada Hakim (Majelis) sua-
tu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti
tersebut atas semua keadaan/atau hal sebagai-
mana tertuang dalam bagian pemberitaan agar
hakim dapat mengambil putusannya dengan
tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta
tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung
atas keyakinan hakim.

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah tujuan dibuatnya Visum et Re-
pertum dalam tindak pidana perkosa-
an?

2. Bagaimanakah pembuktian yang dila-
kukan oleh penyidik dalam tindak pi-
dana perkosaan terhadap studi kasus
putusan No. 1267/PID/B/2010/PN.
JKT.BAR?

3. Bagaimanakah keterkaitan hakim ter-
hadap Visum et Repertum sebagai sa-
lah satu alat bukti di pengadilan terha-
dap studi kasus putusan No. 1267/PID/
B/2010/PN.JKT.BAR?

C. Landasan Teori
Ilmu hukum pidana mengenal istilah tin-
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dak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "straf-
baarfeit”" atau kadang-kadang disebut sebagai
"delict" (delik). Menurut salah satu pendapat
Sarjana Hukum Van Hamel, tindak pidana
merupakan kelakuan orang yang dirumuskan
dalam undang-undang (wet), yang bersifat me-
lawan hukum, yang patut dipidana dan dila-
kukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu
merupakan perbuatan yang bersifat dapat
dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang
berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memper-
kosa berarti menundukkan dengan kekerasan,
menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) de-
ngan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diar-
tikan sebagai proses, cara, perbuatan memper-
kosa, melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan pasal 285 KUHP yang ber-
bunyi : "Barangsiapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar pemikahan,
diancam karena melakukan perkosaan, dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun".°

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai
tindak pidana perkosaan secara umum. Dalam
pasal tersebut menegaskan bahwa perkosaan
menurut konstruksi yuridis peraturan perun-
dang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah
perbuatan memaksa seorang wanita yang bu-
kan isterinya untuk bersetubuh dengan dia de-
ngan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-
kata "memaksa" dan "dengan kekerasan dan
ancaman kekerasan" di sini sudah menunjuk-
kan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.
Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita
yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan
tidak dikehendakinya akan menyebabkan ke-
sakitan hebat pada wanita itu.

Sanksi hukuman berupa pernidanaan
yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut
menyebutkan bahwa paling lama hukurnan
yang akan ditanggung oleh pelaku adalah 12
(dua belas) tahun penjara. Hal ini adalah an-
caman hukumansecara maksimal, dan bukan
sanksi hukum yang sudah dibakukan harus
diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak
ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterap-
kan berapapun lamanya hukuman penjara
sesuai dengan "selera" yang menjatuhkan vo-
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nis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan
apa yang menjadi unsur kesalahan, apa itu
"sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantum-
kannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa
perkosaan harus dilakukan dengan "sengaja".
Pemaknaan ini lebih condong pada unsur ke-
sengajaan untuk berbuat artinya ada kecende-
rungan semi terencana dalam melakukan per-
buatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat
seperti ini maka perbuatan itu akan sulit
terlaksana.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana
perkosaan dalam pasal 285 KUHP diatas,
perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila
tidak terbukti adanya persetubuhan, padahal
untuk membuktikan adanya persetubuhan sa-
ngat sulit terlebih apabila korban sudah pernah
menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin).
Apabila dalam suatu kasus yang diduga seba-
gai perkosaan temyata tidak terbukti adanya
persetubuhan, maka kasus tersebut dapat di-
arahkan pada tindak pidana pencabulan di-
mana dalam tindak pidana tersebut tidak di-
syaratkan adanya persetubuhan.

D. Pengertian Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesu-
atu yang ada hubungannya dengan suatu per-
buatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut,
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian
guna menimbulkan keyakinan hakim atas ke-
benaranadanya suatu tindak pidana yang telah
dilakukan oleh terdakwa.

Sejalan dengan pengertian diatas, diberi-
kan batasan mengenai bukti dan alat bukti.
Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran suatu dalil, pendirian atau
dakwaan sedangkan alat bukti adalah upaya
pembuktian melalui alat-alat yang diperkenan
untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau
dalam perkara pidana dakwaan sidang penga-
dilan, misalnya keterangan ahli, keterangan
saksi, surat, petunjuk dan ketetangan terdakwa,
dalam perkara perdata termasuk pula persang-
kaan dan sumpah.

Dalam kaitannya tentang alat bukti di
persidangan maka semua jenis alat bukti se-
cara legal disajikan di depan persidangan oleh
suatu pihak dan melaJui sarana saksi, catatan,
dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan
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lain sebagainya, dengan tujuan untuk menim-
bulkan keyakinan pada hakim. Dalam kaitan-
nya dengan pembuktian dan segala aktivitas-
nya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah
tersebut akan sangat membantu dalam mema-
hami lingkup pembuktian dan urgensinya.

Jadi yang merupakan alat-alat bukti yang
sah adalah alat-alat yang ada hubungannya
dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat
tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan
bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Di dalam KUHAP telah diatur tentang
alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di
depan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat
bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempu-
nyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang
mengikat.

E. Macam-macam Alat Bukti

Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
menyatakan bahwa : "Hakim tidak boleh men-
jatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bah-
wa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan-
nya”.7

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut
pasal 184 ayat (1) yang diatur dalam KUHAP,
selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Defenisi Saksi dalam KUHP diatur dal-
am pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan gu-
na kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, 1a lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sendiri diatur dalam
pasal 1 butir 27 KUHAP, adapun pengertian
dari keterangan saksi adalah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa ke-
terangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuannya itu.
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Berdasarkan perumusan tersebut maka
dalam keterangan saksi, hal yang harus diung-
kapkan didepan sidang pengadilan yaitu :

a. Yang ia dengar sendiri
Bukan hasil cerita atau hasil pendenga-
ran dari orang lain. Saksi secara pribadi
harus mendengar langsung peristiwa
pidana atau kejadian yang terkait de-
ngan peristiwa pidana tersebut.

b. Yang ia lihat sendiri
Kejadian tersebut benar-benar disaksi-
kan langsung dengan mata kepala sen-
diri oleh saksi baik secara keseluruhan
ataupun rentetan, fragmentasi persitiwa
pidana yang diperiksa.

c. Yang ia alami sendiri
Sehubungan dengan perkara yang se-
dang diperiksa, biasanya merupakan
korban dan menjadi saksi utarna dari
peristiwa yang bersangkutan. Dalarn
pasal 160 ayat (1) KUHAP huruf b,
menyatakan bahwa yang pertarna-tarna
didengar keterangannya adalah korban
yang menjadi saksi.

d. Didukung oleh sumber dan alasan dari
pengetahuannya
Sehubungan dengan peristiwa, keada-
an, kejadian yang didengar, dilihat, dan
atau dialaminya. Setiap unsur ketera-
ngan harus diuji kebenarannya, antara
keterangan saksi dan sumbernya harus
benar-benar konsisten satu dengan
yang lainnya.

2. Keterangan Ahli

Sebagaimana disebutkan dalarn pasal 1
butir 28 KUHAP bahwa : "Keterangan ahli
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal
yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksa-
an.® Alat bukti keterangan ahli, dalarn KU-
HAP, memiliki sifat dualisme yaitu:

a. Pasal 133 ayat (2) KUHAP melahirkan
apa yang disebut dengan visum et re-
pertum (hasil pemeriksaannya dalam
bentuk laporan), seperti yang juga dite-
gaskan dalam pasal 186 KUHAP.

b. Saksi ahli langsung memberikan kete-
rangannya secara lisan dan langsung
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dipengadilan, sebagaimana ditentukan
dalarn pasal 179 dan 186 KUHAP.

Maka dalam hal ini menimbulkan 2
(dua) bentuk keterangan ahli, yaitu :

1. Alat bukti keterangan ahli berbentuk
Visum et Repertum atau laporan.

2. Alat bukti keterangan ahli berbentuk
keterangan secara langsung di depan
sidang pengadilan.

Bentuk Visum et Repertum ini menyen-
tuh 2 (dua) bentuk dari alat bukti yang sah,
antara lain:

1) Visum et Repertum atau laporan ini
tetap dinilai sebagai alat bukti ketera-
ngan ahli, sebagaimana ditegaskan
dalam penjelasan pasal 186 dan 133
KUHAP.

2) Dapat dinilai juga sebagai alat bukti
surat, sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 187 huruf ¢ KUHAP. Narnun hal
ini jangan sarnpai menimbulkan masa-
lah, karena hanya persoalan nama saja.

Alat bukti ini tetap dihitung sebagai satu
alat bukti, terserah pada hakim akan mengka-
tegorikannya sebagai alat bukti surat ataupun
alat bukti keterangan saksi, dengan kekuatan
pembuktian yang sarna-sarna bebas dan tidak
mengikat.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187
KUHAP disebutkan bahwa surat dibuat atas
sumpahjabatan atau dikuatkan dengan sumpah
adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam ben-
tuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang di-
buat dihadapannya, yang memuat kete-
rangan tentang kejadian atau keadaan
yang didengar, dilihat atau yang diala-
minya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang ketera-
ngannya itu. Contoh : akta otentik, akta
jabatan, Surat yang dibuat oleh nota-
ries, dan sebagainya.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat menge-
nai hal yang termasuk dalarn tata lak-
sana yang menjadi tanggung jawabnya
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dan diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu keadaan. Contoh : akta kela-
hiran, surat perijinan, kartu tanda pen-
duduk, sertifikat tanah, dan sebagainya.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang
memuat pendapat berdasarkan keah-
liannya mengenai sesuatu hal atau se-
suatu keadaan yang diminta secara res-
mi daripadanya. Contoh : visum et re-
pertum.

d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada
hubungannya dengan isi dari pembukti-
an yang lain. Contoh : surat ancaman
dari terdakwa kepada korban perkosa-
an, dan sebagainya.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti su-
rat ini bersifat bebas dan tidak mengikat. Ha-
kim dapat mempergunakannya atau menying-
kirkannya. Alasan dari ketidakterikatan hakim
atas alat bukti surat ini didasarkan pada be-
berapa asas dalam KUHAP, yaitu :

a. Sifat atau hukum acara pidana yang
mencari kebenaran sejati (materil) bu-
kan formil.

b. Adanya asas keyakinan hakim sebagai
konsekuensi sistem pembuktian ne-
gatif.

c. Adanya asas minimum pembuktian
(pasal 183 KUHAP).

Dalam hal keberadaan dokumen elektro-
nik, sepanjang tidak ada penyangkalan terha-
dap isi dokumen tersebut maka dapat diterima
sebagai alat bukti tertulis yang konvensional.
Bila berbentuk fotokopi, mengingat asas pro-
ses pemeriksaan perkara pidana yang mencari
kebenaran materiil, maka hakim bebas menilai
kebenaran yang terkandung dari alat bukti su-
rat tersebut sudah benar atau sempurna, maka
dapat disingkirkan demi mewujudkan demi
kebenaran materil. Kebenaran dan kesempur-
naan formal harus mengalah bila berhadapan
dengan kebenaran sejati.

4. Petunjuk

Sebagaimana dalam pasall88 KUHAP
berbunyi : "Petunjuk adalah perbuatan, keja-
dian atau keadaan, yang karper sesuainnya,
baik antara yang satu dengan yang lain, mau
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
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siapa pelakunya.” Pasal ini sesungguhnya me-
rupakan anjuran kepada hakim untuk meng-
hindari alat bukti petunjuk dalam menilai
kesalahan terdakwa. Ketidak hati-hatian dalam
menggunakannya dapat menyebabkan putusan
hakim yang bersangkutan mengambang per-
timbangannya, karena didominasi oleh peni-
laian subyektif. Petunjuk bersumber dari kete-
rangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Mi-
nimal harus ada 2 (dua) alat bukti agar ditemu-
kan persesuaiannya, sebagaimana diamanatkan
dan menjadi jiwa dari pasal 188 ayat (1) KU-
HAP. Suatu sidang pengadilan perkara pidana
mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang
cukup dari alat bukti lain, namun alat bukti
petunjuk tidak akan pemah mampu mencukupi
nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti lain.

5. Keterangan Terdakwa

Pengertian terdakwa dalam KUHAP di-
atur dalam pasal 1 butir 15 KUHAP yang me-
nyatakan : "Terdakwa adalah seorang tersang-
ka yang dituntut, diperiksa dan diadili di si-
dang pengadilan."'® Keterangan terdakwa sen-
diri diatur dalam pasal 189 (1) KUHAP, ada-
pun pengertian dari keterangan terdakwa ada-
lah apa yang terdakwa nyatakan disidang ten-
tang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau alami sendiri. Maka dari
pengertian diatas maka dianutlah prinsip :

a. Keterangan dinyatakan disidang penga-
dilan. Harus dinilai bukan hanya per-
nyataan pengakuan tetapi juga penje-
lasan pengingkaran yang dikemukakan.

b. Mengenai perbuatan yang ia lakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri. Supaya keterangan terdakwa
dapat dinilai sebagai alat bukti, maka
keterangan itu merupakan pernyataan
atau penjelasan :

a) Tentang perbuatan yang dilakukan
terdakwa.

b) Tentang apa yang diketahui sendiri
oleh terdakwa.

¢) Apa yang dialami sendiri oleh ter-
dakwa, sehubungan dengan peristi-
wa pidana yang bersangkutan

d) Keterangan terdakwa hanya meru-
pakan alat bukti terhadap dirinya
sendiri. Bila inigin dijadikan seba-
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gai alat bukti yang sah bagi terdak-
wa lain, terdakwa dapat diperiksa
sebagai saksi atau saksi mahkota.
Bila melakukan tindak pidana se-
cara bersama-sama, sebelumnya
berkas perkara harus dipisah terle-
bih dahulu.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup
untuk membuktikan kesalahan yang didakwa-
kan kepadanya, prinsip batas minimum pem-
buktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat
bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan
bahwa yang menjadi alat bukti yang sah ada-
lah keterangan terdakwa dalam sidang penga-
dilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pe-
ngadilan dapat dipergunakan untuk menemu-
kan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat
2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang
tersebut didukung oleh alat bukti yang lain
yang sah dan mengenai hal yang didakwakan
kepadanya.

Keterangan terdakwa yang dapat dikuali-
fikasi sebagai keterangan terdakwa yang dibe-
rikan diluar sidang adalah keterangan yang
diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, an-
tara lain :

1. Keterangan itu dicatat dalam berita
acara penyidikan.

2. Berita acara tersebut ditandatangani
oleh pejabat penyidikan dan terdakwa.

F. Pembuktian

Pengertian pembuktian tidak dijelaskan
didalam aturan KUHAP, namun KUHAP ha-
nya memuat mengenai jenis-jenis alat bukti
menurut hukum, akan tetapi banyak para ahli
hukum yang berusaha memberikan arti dari
pembuktian tersebut.

Menurut R. Subekti yang dimaksud de-
ngan pembuktian adalah :

"Proses membuktikan dan meyakinkan

hakim tentang kebenaran dalil yang di-

kemukakan oleh para pihak dalam suatu

persengketaan di muka persidangan.”"'

Menurut M. Yahya Harahap pengertian
pembuktian adalah pembuktian adalah :

"Ketentuan-ketentuan yang berisi peng-

garisan dan pedoman tentang cara-cara
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yang dibenarkan undang-undang mem-
buktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Pembuktian juga me-
rupakan ketentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan undang-
undang yang boleh dipergunakan hakim
men}lzauktikan kesalahan yang didakwa-
kan.

Sementara itu Darwan Prinst menyata-
kan bahwa yang dimaksud pembuktian adalah:
"Bahwa benar peristiwa pidana telah
terbukti terjadi dan terdakwa yang ber-
salah melakukan perbuatan itu, sehingga

harus mempertanggung jawabkannya”."

Dalam teori pembuktian, kita mengenal
beberapa sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem pembuktian yang positif (Po-
sitiej wettelijk bewijs theoriej yaitu sis-
tem pembuktian yang hanya didasarkan
semata-mata kepada alat-alat bukti
yang dibenarkan oleh undang-undang
atau yang sah menurut undang-undang.
Dalam sistem pembuktian yang hanya
didasarkan pada alat-alat bukti akan
mengenyampingkan tugas hakim dalam
kaitan dengan upaya untuk mencipta-
kan hukum. Bahkan lebih dari itu kebe-
naran dari putusannyapun terdapat pe-
luang untuk tidak sesuai dengan kon-
disi yang sebenamya. Sebab dapat saja
barang bukti yang dihadirkan dalam
persidangan merupakan hasil rekayasa.
Tentunya tetap berpedoman pada asas
praduga tak bersalah dan sesuai dengan
sifat kemanusiaannya, dekter pun dapat
saja memberikan hasil Visum et Re-
pertum yang tidak sesuai dengan apa
yang terjadi sesungguhnya. Yang demi-
kian itu dapat saja terjadi. Disinilah
sesunggubnya diperlukan keyakinan
hakim terhadap alat bukti yang diha-
dapkan kepadanya.

2. Sistem pembuktian yang hanya dida-
sarkan kepada keyakinan hakim (Con-
viction intime).

Sistem pembuktian yang hanya dida-
sarkan pada keyakinan hakim dirasa-
kan kurang mendukung adanya usaha
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untuk memperoleh kebenaran materil.
Yaitu dengan kebenaran yang seleng-
kap-lengkapnya dari suatu perkara pi-
dana dengan menerapkan ketentuan
hukum acara pidana secara jujur dan
tepat dengan tujuan untuk mencari
siapakah pelaku yang dapat didakwa-
kan suatu pelanggaran hukum dan
selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan
putusan pengadilan guna menentukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pi-
dana telah dilakukan dan siapakah
orang yang didakwa itu dipersalahkan
(peraturan Pemerintah Republik Indo-
nesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pe-
laksanaan Kitab Undang-undang Hu-
kum Acara Pidana).

Jika yang menjadi kata kunci dari upa-
ya mencapai kebenaran materil adalah
pedunya kejujuran dan ketepatan dalam
menerapkan hukum (KUHAP), maka
akan sangat kecil kemungkinan untuk
dicapainya apabila di dalarnnya dido-
minasi oleh subjektivitas hakim serta
dengan mengenyampingkan alat bukti
yang disahkan oleh undang-undang da-
lam memutuskan perkara.

Dalam sistem pembuktian yang hanya
didasarkan pada keyakinan hakim, jelas
yang akan sangat menonjol adalah si-
kap ke subjektivitasnya. Dan sikap-
sikap semacam ini, akan sangat tidak
mungkin untuk diciptakannya kepas-
tian dan keadilan hukum.

3. Sistem pembuktian yang didasarkan
pertimbangan hakim yang logis (La-
conviction raisonnee).

Dalam sistem pembuktian yang dida-
sarkan pada pertimbangan hakim yang
logis pun, sangat dirasakan kurang se-
suai untuk mencapai sebuah kebenaran
materiil hukum. Sebab sistem ini meni-
adakan peranan alat bukti. Perlu kira-
nya kita ingat bahwa pertimbangan
yang logis tanpa adanya alat bukti, seo-
rang manusia akan sangat terbatas upa-
yanya dalam mencapai sebuah kebena-
ran.

Logika sesungguhnya berinduk pada
filsafat, sementara kebenaran berdasar-
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kan pada pemahaman agama.

Dalam rangka mencari kebenaran mate-
ril tersebut maka hakim haruslah hati-hati,
cermat dan matang dalam menilai kekuatan
pembuktian setiap alat bukti yang diajukan
dalarn persidangan.

Di dalam pembuktian hakim mempunyai
kedudukan yang sangat penting sebab hakim
di Pengadilan bersifat aktif sehingga dengan
demikian hakim sangatlah besar pengaruhnya
bagi proses pembuktian.

G. Pembahasan

1. Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah istilah yang
dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, bia-
sanya dikenal dengan nama visum. Visum ber-
asal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya ada-
lah visa. Dipandang dari arti etimologi atau
tata bahasa, kata visum atau visa berarti tanda
melihat atau melihat yang artinya penandata-
nganan dari barang bukti tentang segala sesua-
tu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan,
sedangkan Repertum berarti melapor yang arti-
nya apa yang telah didapat dari pemeriksaan
dokter terhadap korban. Secara etimologi Vi-
sum et Repertum adalah apa yang dilihat dan
diketemukan.

Visum et Repertum berkaitan erat de-
ngan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai
disiplin ilmu ini, dimana sebelurnnya dikenal
dengan limu Kedokteran Kehakiman.

R. Atang Ranoemihardja menjelaskan
bahwa I[lmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu
Kedokteran Forensik adalah : "Ilmu yang
menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran
untuk membantu peradilan baik dalam perkara
pidana maupun dalam perkara lain (perdata).
Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Ke-
hakiman adalah membantu kepolisian, kejak-
saan, dan kehakiman dalam menghadapi ka-
sus-kasus perkara yang hanya dapat dipecah-
kan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.”"

Berdasarkan ketentuan hukum acara pi-
dana Indonesia, khususnya KUHAP tidak di-
berikan pengaturan secara eksplisit mengenai
pengertian Visum et Repertum. Satu-satunya
ketentuan perundangan yang memberikan pe-
ngertian mengenai Visum et Repertum yaitu
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Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebut-
kan dalarn ketentuan Staatsblad tersebut bah-
wa Visum et Repertum adalah laporan tertulis
untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas
permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh
dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat
dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti,
berdasarkan sumpah pada waktu menerima
jabatan, serta berdasarkan pengetahuarmya
yang sebaik-baiknya. Menurut Waluyadi tugas
dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah :
"Membantu aparat hukum baik kepolisian,
kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengung-
kapkan suatu perkara yang berkaitan dengan
pengerusakan tubuh, kesehatan dan nyawa
seseorang. Dengan bantuan ilmu kedokteran
kehakiman tersebut, diharapkan keputusan
yang hendak diarnbil oleh badan peradilan
menjadi obyektif berdasarkan apa yang se-
sungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli ke-
dokteran kehakiman dapat diberikan pada saat
teljadi tindak pidana (di tempat kejadian per-
kara, pemeriksaan korban yang luka atau
meninggal) dan pemeriksaan barang bukti,
dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan
hasiinya secara tertulis dalam bentuk surat
yang dikenal dengan istilah Visum et Reper-
tum. "

Menurut Waluyadi, D.H. Hutagalung
berpendapat tentang batasan Visum et Reper-
tum sebagai : "Suatu keterangan dokter terha-
dap seorang yang diduga meninggal dunia
karena sesuatu kejahatanlluka-luka yang diaki-
batkan oleh kejahatan. Jadi, dokter mengambil
kesimpulan sebab apa dia meninggal dunia
atau juga kalau dalam penganiayaan. Maksud-
nya adalah keterangan dokter atas hasil peme-
riksaan terhadap seseorang yang luka atau ter-
ganggu kesehatannya atau mati, yang diduga
sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan
hasil pemeriksaan tersebut dokter akan mem-
buat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat
dari perbuatannya itu".'°

Menurut pendapat Tjan Han Tjang di da-
lam buku yang ditulis oleh R. Atang Ranoemi-
hardja, Visum et Repertum merupakan : "Sua-
tu hal yang penting dalam pembuktian karena
menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti
(tanda bukti), seperti diketahui dalam suatu
perkara pidana yang menyangkut perusakan
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tubuh dan kesehatan serta membinasakan nya-
wa manusia maka tubuh si korban merupakan
Corpus Delicti"."

Dalam perkara pidana yang lain dimana
tanda buktinya (Corpus Delicti) merupakan
suatu benda (tidak bemyawa) misalnya senjata
tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu
tindak pidana, barang hasil pencurianf peng-
gelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-
barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada
umumnya selalu dapat diajukan dimuka persi-
dangan pengadilan sebagai barang tanda bukti.
Akan tetapi tidak demikian halnya dengan
Corpus Delicti yang berupa tubuh manusia,
oleh karena misalnya lukaluka pada tubuh
seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu
mungkin akan sembuh, membusuk atau akhir-
nya menimbulkan kematian dan mayatnya
akan menjadi busuk dan dikubur, jadi kesim-
pulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti
pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh
karenanya Corpus Delicti yang demikian itu
tidak mungkin disediakanJdiajukan pada persi-
dangan dan secara mutlak hams diganti oleh
Visum Et Repertum.

Jika kita telaah lebih lanjut, maka bebe-
rapa hal sebagaimana tersebut diatas dalam
kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan
sebuah kebenaran, dirasakan kurang memadai.
Apalagi jika yang menjadi objeknya adalah
kejahatan-kejahatan yang menyebabkan luka,
terganggunya kesehatan seseorang, yang pada
saat yang lain, luka dan terganggunya kejaha-
tan tersebut dapat berangsur sembuh atau
mungkin sebaliknya. Jika demikian halnya,
maka jelas hukum akan mengalami kesulitan
dalam mengusut kasus tersebut, dengan per-
timbangan barang buktinya, telah berubah.
Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan
yang menyebabkan matinya seseorang, kema-
tiannya tersebut telah menutup semua ke-
mungkinan pemrosesan secara hukum, se-
hingga ketidakadilan menjadi sesuatu yang
mungkin. Oleh karena itu dibutuhkan doku-
men yang dapat meneeritakan tentang terja-
dinya tindak pidana yang menyebabkan luka,
terganggunya kesehatan dan juga matinya kor-
ban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian
diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang
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dimaksudkan tidak lain adalah "Visum et
Repertum".

2. Tujuan Visum et Repertum

Menurut R. Atang Ranoemihardja tujuan
dari Visum Et Repertum adalah : "Merupakan
reneana (verslag) yang diberikan oleh seorang
dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan
dikemukakan pada waktu dilakukan pemerik-
saan secara obyektif, sebagai pengganti peristi-
wa yang terjadi dan harus dapat mengganti
sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa
dengan memuat semua kenyataan sehingga
akhirnya daripada ditarik suatu kesimpulan.""®

Sehingga tujuan dari Visum et Repertum
dalam suatu perkara dapat menjadi jelas dan
berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan
untuk keadilan serta diperuntukkan bagi ke-
pentingan peradilan.

3. Dasar Hukum Visum et Repertum

Mengenai dasar hukum peranan Visum
et Repertum dalam fungsinya membantu apa-
rat penegak hukum menangani suatu perkara
pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam
KUHAP yang memberi kemungkinan dipergu-
nakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih
memperjelas dan mempermudah pengungka-
pan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.
Adapun dasar Hukum Visum Et Repertum
diatur dalam pasal 133 ayat 1 dan 2 Kitab Un-
dang-Undang Hukum Acara Pidana menyebut-
kan :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan
peradilan menangani seorang korban
baik luka, keracunan ataupun mati
yang diduga karena peristiwa yang me-
rupakan tindak pidana, ia berwenang
mengajukan permintaan keterangan
ahli kedokteran kehakiman atau dokter
dan atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara tertulis, yang dalam surat itu di-
sebutkan dengan tegas untuk pemerik-
saan luka atau pemeriksaan mayat dan
atau pemeriksaan bedah mayat."”
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4. Bentuk dan Jenis-jenis Visum Et Reper-
tum
Adapun bentuk Visum et Repertum ter-
diri dari 5 (lima) bagian tetap yaitu :
a. Bagian Pembuka
Kata Pro Justitia terletak dibagian atas
yang menjelaskan bahwa Visum et
Repertum ditujukan untuk peradilan
dan memiliki kekuatan hukum.
b. Bagian Pendahuluan
Bagian ini berisikan identitas dari se-
mua pihak yang bersangkutan yaitu sia-
pa yang meminta, siapa yang diperiksa,
siapa yang memeriksa, tempat serta
waktu pemeriksaan dan modus operan-
di menurut dugaan Visum et Repertum.
c. Bagian Pemberitaan
Disini diterangkan keadaan objek yang
diperiksa, yakni dalam keadaan hidup/
mati, bagian ini adalah bagian yang
terpenting karena memuat pemyataan
apa yang dilihat, diraba, dan ditentukan
pada objek yang diperiksa, sehingga
menyerupai laporan pandangan mata.
Dengan demikian bagian ini dapat di-
katakan sebagai kesaksian dokter yang
mempunyai data bukti.
d. Bagian Kesimpulan
Bagian ini mengandung pertimbangan
dan pendapat dokter yang memeriksa
objek, dalam bagian ini pula dikemuka-
kan sebab perlunya/sebab kematian da-
lam hubungannya dengan kerusakan/
kelalaian yang didapat.
e. Bagian Penutup
Visum Et Repertum perlu diakhiri de-
ngan mengingat sumpah misalnya se-
bagai berikut : "Demikianlah Visum Et
Repertum ini dibuat dengan sesung-
guhnya, dengan mengingat sumpah/
janji sewaktu menerima jabatan". Se-
telah selesai membuat Visum et Reper-
tum, maka dokter harus menyerahkan-
nya kepada pihak yang berwenang. Pe-
raturan perundang-undangan tidak me-
nyebutkan dengan tegas keputusan Vi-
sum et Repertum harus diserahkan
kepada pihak yang berwenang. Akan
tetapi bjasanya berkas perkara peme-
riksaan pendahuluan oleh penyidik. Ja-
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di Visum et Repertum sudah ada pada

fase pemeriksaan pendahuluan, dengan

demikian secara tersirat sebetulnya su-
dah ada batas waktu penyerahannya.

Apabila suatu perkara sudah mulai disi-
dangkan di pengadilan, padahal perkara yang
diperiksa itu menyangkut jiwa manusia dan
Visum et Repertum karena satu dan lain hal
belum ada, sedangkan dalam rangka membuat
perkara itu keterangan ahli sangat dibutuhkan
hakim, maka hakim menurut penjelasan pasal
186 KUHAP dapat memanggil saksi ahli di
muka sidang pengadilan. Keterangan ahli ter-
sebut dicatat dalam berita acara, tentu saja
sebelum memberikan keterangan sebagai saksi
ahli, ahli tersebut mengangkat sumpah terlebih
dahulu.

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter
terhadap barang bukti yang diperuntukkan
untuk kepentingan peradilan, jenis-jenis Vi-
sum et Repertum kemudian digolongkan me-
nurut obyek yang diperiksa yakni sebagai
berikut :

1. Visum et Repertum untuk orang hidup.
Jenis ini dibedakan lagi dalam :

a. Visum et Repertum biasa. Visum et
Repertum ini diberikankepada pi-
hak peminta (penyidik) untuk kor-
ban yang tidak memerlukan pera-
watan lebih lanjut.

b. Visum et Repertum sementara. Vi-
sum et Repertum sementara diberi-
kan apabila korban memerlukan
perawatan lebih lanjut karena be-
lum dapat membuat diagnosis dan
derajat lukanya. Apabila sembuh
dibuatkan Visum et Repertum lan-
jutan.

c. Visum et Repertum lanjutan. Da-
lam hal ini korban tidak memerlu-
kan perawatan lebih lanjut karena
sembuh, pindah dirawat dokter lain,
atau meninggal dunia.

2. Visum et Repertum untuk orang mati
Genazah). Pada pembuatan Visum et
Repertum ini, dalam hal korban mati
maka penyidik mengajukan permintaan
tertulis kepada pihak Kedokteran Fo-
rensik untuk dilakukan bedah mayat
(outopsi).
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3. Visum et Repertum tempat kejadian
perkara (TKP). Visum ini dibuat sete-
lah dokter selesai melaksanakan peme-
riksaan di TKP.

4. Visum et Repertum penggalian jena-
zah. Visum ini dibuat setelah dokter
selesai melaksanakan penggalian jena-
zah.

5. Visum et Repertum psikiatri yaitu
visum pada terdakwa yang pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan me-
nunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

6. Visum et Repertum barang bukti,
misalnya visum terhadap barang bukti
yang ditemukan yang ada hubungannya
dengan tindak pidana, contohnya da-
rah, bereak mani, selongsong peluru,
pisau. Dalam penulisan skripsi ini,
Visum et Repertum yang dimaksud
adalah Visum et Repertum untuk orang
hidup, khususnya yang dibuat oleh
dokter berdasarkan hasil pemeriksaan
terhadap korban tindak pidana perko-
saan.

5. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti
Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal
pun yang seeara eksplisit memuat perkataan
Visum et Repertum. Hanya didalam Staatsblad
Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyata-
kan bahwa Visum et Repertum adalah suatu
keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter
atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat
pada benda yang diperiksanya yang mempu-
nyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.
Di samping ketentuan Staatsblad Tahun
1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum
kedudukan Visum et Repertum, ketentuan
lainnya yang juga memberi kedudukan Visum
et Repertum sebagai alat bukti surat yaitu pa-
sal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat
bukti surat serta pasal 187 butir ¢ yang me-
nyatakan bahwa: "Surat sebagairnana tersebut
pada pasal 184 ayat (1) butir ¢, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sum-
pah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang
ahli yang memuat pendapat berdasarkan keah-
liannya mengenai sesuatu keadaan yang di-
minta secara resmi dari padanya". Dengan de-
mikian berdasarkan pengertian yuridis dari
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Visum et Repertum yang diberikan oleh Staat-
sblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pa-
sal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan
Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti
surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Untuk itu dibutuhkan suatu proses peme-
riksaan barang bukti oleh dokter dan akan sa-
ngat berbeda dengan kesaksian yang dilakukan
seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa
yang dokter saksikan, apa yang didengar dan
dilihatnya, merupakan perbuatan hukum yang
berkonsekuensi hukum juga.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184
ayat (1), pasal 187 KUHAP, yang secara garis
besar memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 184 ayat (1), bahwa alat bukti
yang sah adalah :

a) Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu
alat bukti dalam perkara pidana
yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sen-
diri, dan ia alami sendiri dengan
menyebutkan alasan dari pemberi-
tahuannya itu (pasal 1 ke-27 KU-
HAP).

b) Keterangan ahli
Keterangan ahli adalah keterangan
yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang
hal yang diperlukan untuk mem-
buat keterangan suatu perkara pi-
dana guna kepentingan pemeriksa-
an (pasal 1 ke-28 KUHAP).

2. Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi :
Surat sebagaimana tersebut pasal 184
ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
adalah :

a. Berita acara dan surat lain dalam
bentuk resmi yang dibuat oleh pe-
jabat umum yang berwenang atau
yang dibuat dihadapannya, yang
memuat keterangan tentang keja-
dian atau keadaann yang didengar,
dilihat atau yang dialaminya sendi-
ri, disertai dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya
1tu.

Dilla Haryanti

b. Surat yang dibuat menurut ketentu-
an peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung
jawabnya dan yang diperuntukkan
bagi pembuktian sesuatu hal atau
sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seseorang
ahli yang memuat pendapat berda-
sarkan keahliannya mengenai sesu-
atu hal atau sesuatu keadaan yang
dinilnta secara resmi dari padanya.

d. Swurat lain yang hanya dapat berlaku
jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan yang karena persesuai-
annya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, me-
nandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pi-
dana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1)
KUHAP). Keterangan terdakwa adalah apa
yang terdakwa nyatakan di persidangan ten-
tang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri
(pasal 189 (I) KUHAP).

Visum et Repertum merupakan surat
yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitujabatan
sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut
mempunyai keontetikan.

Hal-hal sebagaimana telah penulis urai-
kan di atas, bilamana telah memenuhi unsur-
unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan
pasal 184 ayat (1) huruf c, dan pasal 187 huruf
¢ KUHAP, dengan demikian maka Visum et
Repertum dalam bingkai alat bukti yang sah
menurut undang-undang termasuk dalam ka-
tegori alat bukti surat.

Dalam proses selanjutnya, Visum et Re-
pertum dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal
ini didasarkan oleh karena petunjuk sebagai-
mana tersebut di dalam pasal 188 ayat (1)
KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

a. Keterangan saksi

b. Surat
c. Keterangan terdakwa (pasal 188 ayat
(2) KUHAP).

Kemudian apabila kita berkeyakinan
bahwa pada proses awalnya Visum et Reper-
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tum yang selanjutnya disebut sebagai alat buk-
ti surat yang untuk memperoleh Visum et
Repertum tersebut berasal dari kesaksian dok-
ter terhadap seorang, tentang apa yang dilihat-
nya, apa yang didengarnya dan apa yang dike-
temukannya menunjukkan bahwa di dalamnya
telah terselip alat bukti berupa keterangan
saksi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka
dapat ditarik kesimpulan :

a) Untuk adanya Visum et Repertum ha-
rus ada terlebih dahulu keterangan sak-
si;

b) Alat bukti surat sesungguhnya merupa-
kan penjabaran dari Visum et Reper-
tum;

c) Dari alat bukti surat tersebut dapat di-
peroleh alat bukti baru yaitu petunjuk.

Berdasarkan hal di atas, maka Tolip
Setiady mengemukakan bahwa:

"Antara keterangan saksi, Visum et Re-

pertum, alat bukti surat dan petunjuk

merupakan empat 4 (empat) serangkai

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

lainnya.””

6. Tujuan dibuatnya Visum et Repertum
dalam tindak pidana perkosaan

Visum et Repertum adalah laporan tertu-
lis yang dibuat oleh dokter berdasarkan peme-
riksaan terhadap orang yang atau diduga
orang, berdasarkan permintaan tertulis dari
pihak yang berwenang, dan dibuat dengan me-
ngingat sumpah jabatan dan KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana).

Esensinya adalah laporan tertulis menge-
nai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang
yang sudah meninggal atau orang hidup untuk
mengetahui sebab kematian atau sebab adanya
luka sebagaimana yang dilakukan atas permin-
taan penyidik demi kepentingan peradilan dan
membuat pendapat dari sudut pandang kedok-
teran forensik.

Dalam suatu penyelesaian perkara tindak
pidana perkosaan keberadaan Visum et Reper-
tum sangatlah dipedukan, penyidik dalam hal
ini bekelja sama dengan para ahli kedokteran
untuk dapat menemukan keterangan yang
membenarkan bahwasanya telah terjadi perse-
tubuhan atau kekerasan terhadap korban. Hasil
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yang termuat dalam Visum et Repertum dapat
menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk
melakukan penindakan lainnya dalam meng-
ungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan.
Keberadaan Visum et Repertum penting untuk
kelengkapan/ kesempurnaan berkas perkara
tindak pidana perkosaan yang dibuat dan dise-
rahkan penyidik kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et
Repertum yang dilakukan oleh dokter tersebut,
semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut ke-
mudian dapat ditarik suatu kesimpulan maka
atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan
pengetahuan yang sebaik baiknya berdasarkan
atas keahlian dan pengalamannya tersebut di-
harapkan guna usaha membantu pemecahan
pengungkapan (pokok soal) menjadi jelas dan
hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Peranan Visum et Repertum dalam pe-
meriksaan suatu tindak pidana perkosaan tidak
hanya berperan dalam membantu penyidik
dalam mengungkap tindak pidana perkosaan
namun hal ini juga penting dalam pemeriksaan
persidangan perkara karena Visum et Reper-
tum tersebut merupakan suatu alat bukti yang
sah, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan
seorang dokter dimana berfungsi memberi ke-
yakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam
memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sehingga demikian, berdasarkan putusan
NO. 1267/PID/B/2010/PN. JKT.BAR adapun
tujuan dibuatnya Visum et Repertum No.
38/VER/II/ 2010/SPK UNIT "III" tertanggal
19 Februari 2010 dalam tindak pidana perko-
saan yang terjadi pada korban sabiina adalah
agar hakim (Majelis) dapat mengambil keputu-
sannya dengan tepat atas dasar kenyataan atas
fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi
pendukung atas keyakinan hakim, sebagaima-
na tertuang dalam bagian pemberitaan Visum
et Repertum tersebut tentang kenyataan akan
fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua
keadaan/hal tentang fakta-fakta yang ditemu-
kan di dalam.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu: "Bagian
Pemberitaan atau hasil pemeriksaan merupa-
kan bagian yang terpenting dari Visum et Re-
pertum karena memuat hal-hal yang ditemu-
kan pada korban saat dilakukan pemeriksaan
oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian
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yang paling obyektif dan menjadi inti Visum
et Repertum karena setiap dokter diharapkan
dapat memberikan keterangan yang selalu
sama sesuai dengan pengetahuan dan pengala-
mannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat
dan dijumpai langsung dituliskan apa adanya
tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada
bagian ini terletak kekuatan bukti suatu Visum
et Repertum yang bila perlu dapat dipakai
sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pemban-
ding untuk menentukan pendapatnya.”*' De-
ngan membaca hal-hal yang termuat dalam
Visum et Repertum No.38/VER/II/2010/SPK
UNIT "II" tertanggal 19 Februari 2010 teru-
tama pada bagian Pemberitaan seperti tersebut
diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran
yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai
tindak pidana perkosaan yang terjadi pada kor-
ban. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban
yang termuat dalam Visum et Repertum penyi-
dik dapat menjadikannya gambaran petunjuk
mengenai hal-hal sebagai berikut :

a) Terdapatnya unsur persetubuhan pada diri

korban.

Unsur persetubuhan merupakan un-
sur penting yang hams dibuktikan oleh
penyidik dalam mengungkap suatu tindak
pidana perkosaan. Menurut Ilmu Kedok-
teran Forensik persetubuhan diartikan sua-
tu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis
ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat
lengkap atau tidak lengkap dan dengan
atau tanpa disertai ejakulasi. Pemeriksaan
unsur persetubuhan dalam hal ini dipenga-
ruhi dari bentuk dan elastisitas selaput da-
ra, besamya penis dan derajat penetrasinya,
ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejaku-
lat itu sendiri, posisi persetubuhan, serta
keaslian keadaan korban pada waktu pe-
meriksaan. Menurut dr. Zulhasmar Syam-
su, terhadap unsur persetubuhan : "Dalam
Visum et Repertum, tanda terjadinya per-
setubuhan dapat dilihat pada hasil peme-
riksaan selaput dara korban, apabila terjadi
robekan kemungkinan besar korban telah
mengalami persetubuhan, namun demikian
tidak terdapatnya robekan juga tidak ber-
arti korban tidak mengalami persetubuhan.
Elastisitas selaput dara, besar kecilnya pe-
nis, derajat penetrasi penis, serta posisi

b)
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persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil
pemeriksaan selalmt dara korban.”**

Berdasarkan hal-hal yang dapat
mempengaruhi hasil pemeriksaaan selaput
dara untuk penentuan adanya tanda perse-
tubuhan tersebut diatas, namun apabila me-
nurut hasil pemeriksaan laboratorium ter-
hadap lendir liang senggama korban dite-
mukan sel mani maka hal ini merupakan
tanda pasti telah terjadi persetubuhan pada
korban.

Demikian juga apabila terjadi keha-
milan serta adanya penyakit kelamin ter-
tentu yang hanya menular dari persetubu-
han jelas merupakan tanda pasti akibat
adanya persetubuhan.

Dalam hal pemeriksaannya, dr. Zul-
hasmar Syamsu juga mengemukakan :

“Mengenai unsur persetubuhan apa-
kah korban seperti wanita yang be-
lum atau pernah bersetubuh, hal ini,
selalu dinyatakan oleh dokter pada
bagian kesimpulan Visum et Reper-
tum tersebut. Untuk mengetahui dan
membuktikan adanya unsur persetu-
buhan, pada umunmya penyidik me-
ngacu pada hasil pemeriksaan selaput
dara di bagian hasil pemeriksaan ser-
ta pendapat dokter di bagian hasil
kesimpulan Visum et Repertum.”

Dengan demikian terkait dengan hal-
hal yang dapat mempengaruhi hasil peme-
riksaan selaput dara untuk menentukan
tanda persetubuhan sebagaimana tersebut
diatas, hal ini tidak begitu diperhatikan
oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan
pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat
dalam Visum et Repertum tersebut.
Perkiraan saat terjadinya persetubuhan ter-
hadap korban.

Saat teljadinya persetubuhan penting
diketahui oleh penyidik dalam hal meme-
riksa alibi tersangka yang dapat mengelak
tindak pidana perkosaan yang disangkakan.

Ada tidaknya sel mani pada liang
senggama korban yang dapat termuat da-
lam Visum et Repertum dapat menunjuk-
kan saat terjadinya persetubuhan. Menge-
nai hal ini terdapat dasar pemeriksaan sper-
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ma yang menunjukkan bahwa sperma di
dalam liang vagina masih dapat bergerak
dalam waktu 4-5 jam post-coital, sperma
masih dapat ditemukan tidak bergerak
sampai sekitar 24-36 jam post-coital, dan
bila wanitanya mati masih akan dapat dite-
mukan sampai 7-8 hari. Berdasarkan hasil
pemeriksaan laboratorium terhadap lendir
liang senggama korban yang termuat da-
lam Visum et Repertum, hal ini dapat di-
jadikan petunjuk bagi penyidik untuk
memperkirakan saat terjadinya persetubu-
han dalam suatu tindak pidana perkosaan.

Demikian pula mengenai hasil peme-
riksaan terhadap umur kehamilan, hal ini
juga dapat dijadikan petunjuk oleh penyi-
dik dalarn hal menentukan kebenaran ka-
pan tindak pidana perkosaan dilakukan.
Adanya unsur kekerasan pada tubuh kor-
ban.

Unsur kekerasan dan atau ancaman
kekerasan dalam penyidikan tindak pidana
perkosaan harus dapat ditemukan dan di-
buktikan oleh penyidik agar dapat mem-
proses perkara tersebut lebih lanjut. Ada-
nya unsur persetubuhan tanpa ditemukan
adanya unsur kekerasan atau ancaman ke-
kerasan pada diri karban, dapat menjadikan
perkara tersebut dihentikan penyidikannya
Visum et Repertum yang menerangkan
mengenai tanda kekerasan pada tubuh kor-
ban merupakan bukti yang dapat menun-
jukkan unsur kekerasan pada pengungka-
pan tindak pidana perkosaan.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu un-
tuk pembuktian adanya kekerasan pada
tubuh korban perkosaan, sebelumnya perlu
diketahui :

"Lokasi luka-luka yang sering dite-
mukan, yaitu seperti di daerah mulut
dan bibir, leher, puting susu, pergela-
ngan tangan, pangkal paha serta di
sekitar dan pada alat genital. Luka-
luka akibat kekerasan pada kejahatan
seksual biasanya berbentuk luka le-
cet bekas kuku, bekas gigitan serta
luka-luka memar.”**

Di dalam hal pembuktian adanya
kekerasan tidak selamanya kekerasan me-
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ninggalkan jejak atau bekas yang berben-
tuk luka. Oleh karena tindakan pembiusan
dikategorikan pula sebagai tindakan keke-
rasan, maka dengan sendirinya diperlukan
pemeriksaan medis untuk menentukan ada
tidaknya obat-obat atau racun yang sekira-
nya dapat membuat wanita menjadi ping-
san.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu, da-
lam Visum et Reperturn tandatanda keke-
rasan pada tubuh korban dapat diketahui
dari :

"Hasil pemeriksaan terhadap kepala,
leher, dada, perut, punggung, anggota ge-
rak atas kiri dan kanan, anggota gerak ba-
wah kiri dan kanan serta keadaan keram-
pang kemaluan korban yang selalu termuat
pada bagian Pemberitaan.*

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti
lain yang terkait dengan tindak pidana
perkosaan.

Dalam pembuatan Visum et Reper-
tum yang dilakukan terhadap korban per-
kosaan, biasanya disertakan barang bukti
lain yang dapat menunjukkan bekas ter-
jadinya tindak pidana perkosaan, seperti
misalnya celana dalam korban, pakaian
korban yang dipakai pada saat kejadian.
Pemeriksaan terhadap benda-benda terse-
but dimaksudkan untuk memeriksa adanya
bekas darah atau sperma yang dapat dico-
cokkan dengan darah dan sperma pelaku,
disamping kemungkinan adanya bekas per-
lawanan/tanda kekerasan yang terdapat
pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini
dengan sendirinya dapat menguatkan kedu-
dukan benda-benda tersebut sebagai salah
satu barang bukti yang penting, baik dalam
tahap penyidikan maupun dalam tahap
pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Peranan Visum et Repertum dalam

pengungkapan tindak pidana perkosaan pada
tahap penyidikan, tentunya harus didukung
dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar
dicapai kebenaran materiil yang sejati dalarn
pemeriksaan perkara tersebut. Terdapat keter-
batasan hasil Visum et Repertum dalam pera-
nannya membantu penyidik dalam mengung-
kap suatu tindak pidana perkosaan, hal ini
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terjadi khususnya terkait dengan keaslian kea-
daan korban perkosaan pada waktu pemerik-
saan, keadaan lainnya yang sudah terjadi pada
diri korban sebelum tindak pidana perkosaan
terjadi (misalnya korban sebelumnya dalam
keadan tidak virgin), serta jangka waktu dike-
tahuinya atau dilaporkannya tindak pidana
tersebut. Adanya kemungkinan hal-hal yang
bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan terha-
dap korban yang termuat dalam Visum et Re-
pertum tersebut, maka diperlukan tindakan lain
oleh penyidik agar hasil Visum et Repertum
justru tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan
lain ini seperti dengan inencari keterangan dari
korban, tersangka, saksi-saksi, pemeriksaan
barang bukti dan bila perlu pemeriksaan ter-
hadap tempat kejadian perkara. Slamet. R
mengungkapkan bahwa : "Visum et Repertum
yang didalamnya memuat hasil pemeriksaan
yang menyebutkan adanya tanda persetubuhan
dan kekerasan pada diri korban, apabila ter-
dapat kesesuaian dengan pengaduan dan lapo-
ran tindak pidana tersebut, hal ini mempunyai
peran yang sangat penting bagi penyidik dalam
mengungkap lebih jauh tindak pidana perko-
saan. Visum et Repertum dapat menjadi bukti
permulaan yang cukup yang menjadi dasar
penyidik untuk melakukan penindakan. Bukti
permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dengan
mensyaratkan adanya minimal laporan polisi
ditambah salah satu alat bukti yang sah. Ada-
pun langkah penyidik dalam hal ini melakukan
penindakan terhadap orang maupun benda
yang ada hubungannya dengan tindak pidana
yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka
dan saksi, penangkapan, penahanan, penggele-
dahan, dan penyitaan.”*® Visum et Repertum
dalam hasil pemeriksaan medis yang dilaku-
kan terhadap tindak pidana perkosaan dikate-
gorikan dalam bentuk surat. Maka dalam hal
ini, surat menjadi sebuah alat bukti bagi penyi-
dik dalam pemeriksaan perkara pidana di per-
sidangan. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti
yang sah yang disebutkan dalam pasal 184
ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP ten-
tang penjelasan yang dimaksud dengan alat
bukti surat, Visum et Repertum telah meme-
nuhi kriteria alat bukti tersebut.
Berdasarkan peranan yang dapat diberi-
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kan Visum et Repertum dalam penyidikan
tindak pidana perkosaan sebagaimana terurai
di atas, hal ini menyebabkan kedudukan Vi-
sum et Repertum menjadi salah satu alat bukti
yang penting dan harus ada dalam pemeriksa-
an perkara tersebut sampai di tahap persida-
ngan. Pembuatan Visum et Repertum dalam
tahap penyidikan tindak pidana perkosaan
adalah hal yang mutlak dan harus dilaksana-
kan. Dalam hal tidak adanya Visum et Reper-
tum dalam berkas perkara tindak pidana per-
kosaan yang dibuat penyidik yang kemudian
diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai-
mana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2)
KUHAP, dapat menyebabkan berkas perkara
tersebut dianggap tidak lengkap/tidak sempur-
na dan akan dikembalikan oleh penuntut
umum kepada penyidik. Penuntut umum mem-
punyai pandangan yang sama dalam melihat
Visum et Repertum pada pemeriksaan tindak
pidana perkosaan, yaitu terhadap pembuktian
adanya unsur persetubuhan maka hasil Visum
et Repertum yang dilakukan terhadap korban
dapat secara lebih pasti dan lebih dapat di-
pertanggungjawabkan kedudukannya sebagai
alat bukti. Berdasarkan pasal 138 ayat (2)
KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan temya-
ta oleh penuntut umum dianggap belum leng-
kap, maka penuntut umum akan mengemba-
likan berkas perkara kepada penyidik disertai
dengan petunjuk mengenai hal yang harus di-
lengkapi. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti
yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan
diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan.
Beban pembuktian dalarn pemeriksaan perkara
pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh
penyidik, karena itu penyidik akan berupaya
semaksimal mungkin untuk mengumpulkan
alat-alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa
kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti
tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat
pembuktian dalarn KUHAP untuk diajukan ke
persidangan.

Visum et Repertum sebagai suatu alat
bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan
seorang dokter berfungsi memberi keyakinan
dan pertimbangan bagi hakim dalam meme-
riksa dan memutus suatu perkara. Terhadap
unsur persetubuhan dan kekerasan atau anca-
man kekerasan yang harus ada dalam tindak
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pidana perkosaan, hal ini salah satunya dapat
dilihat dan dibuktikan dalam Visum et Reper-
tum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai
keyakinan dan melihat terbuktinya unsur per-
setubuhan dan kekerasan pada diri korban ser-
ta petunjuk lainnya dari hasil Visum et Reper-
tum yang disertakan sebagai alat bukti dalam
persidangan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan serta pembahasan sebagaimana teru-
rai pada bab sebelumnya, dapat diambil bebe-
rapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam suatu penyelesaian perkara tin-
dak pidana perkosaan keberadaan Vi-
sum et Repertum sangatlah diperlukan,
penyidik dalarn hal ini bekerja sama
dengan para ahli kedokteran untuk da-
pat menemukan keterangan yang mem-
benarkan bahwasanya telah terjadi per-
setubuhan atau kekerasan terhadap kor-
ban. Hasil yang termuat dalam Visum
et Repertum dapat menjadi bukti per-
mulaan bagi penyidik untuk melakukan
penindakan lainnya dalarn mengung-
kap suatu kasus tindak pidana perkosa-
an sehingga nantinya hasil pemeriksaan
Visum et Repertum yang dilakukan
oleh dokter tersebut berdasarkan ke-
nyataan atau fakta-fakta tersebut ke-
mudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
Sehingga dalam suatu tindak pidana
perkosaan dalam upaya pemecahan pe-
ngungkapan (pokok soal) dapat men-
jadi jelas dan hal itu diserahkan kepada
hakim sepenuhnya.

b. Upaya penyidik untuk meminta pem-
buatan Visum et Repertum sejak tahap
awal pemeriksaan perkara tersebut me-
rupakan hal yang penting dan harus
dilakukan karena beban pembuktian
dalam pemeriksaan perkara pidana pa-
da hakekatnya dilaksanakan oleh pe-
nyidik, karena itu penyidik akan beru-
paya semaksimal mungkin untuk me-
ngumpulkan alat-alat bukti. Terhadap
studi kasus putusan NO. 1267/PID/B/
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2010/PN. JKT.BAR menunjukkan bah-
wa peranan teknis Visum et Repertum
No.38/VER/II/2010/SPK  UNIT "HI"
tertanggal 19 Februari 2010 dapat
membantu dan memberi petunjuk bagi
penyidik dalam mengungkap suatu tin-
dak pidana perkosaan. Kelengkapan
hasil pemeriksaan terhadap korban Sa-
biina yang tercantum dalam Visum et
Repertum serta kemampuan dan kete-
rampilan penyidik dalam membaca dan
menerapkan hasil Visum et Repertum
tersebut, menjadi hal yang penting da-
lam upaya menemukan kebenaran ma-
teriil yang selengkap mungkin pada pe-
meriksaan suatu perkara tindak pidana
perkosaan.

c. Hakim tidak mengikat pada Visum et
Repertum namun juga tidak memaksa,
Dalam hal mencari kebenaran materiil,
bilamana Visum et Repertum tersebut
belum ada, jangan sampai menghambat
proses persidangan namun hakim juga
tidak boleh mengabaikan keberadaan
Visum et Repertum karena Visum et
Repertum hanyalah sebagai alat bukti
tambahan dan Visum et Repertum juga
merupakan penjabaran dari alat bukti
surat yang sah menurut undang-un-
dang. Terhadap studi kasus putusan
NO.1267/PID/B/2010/PN.JKT.BAR,
dalam hal ini Visum et Repertum NO.
38/VER/1I/2010/SPK UNIT "HI" ter-
tanggal 19 Februari 2010 adalah me-
rupakan sebagai alat bukti yang sah
yang memiliki keterkaitan terhadap
hakim khususnya dalam pengambilan
keputusan. Meskipun demikian hakim
bebas menilai kebenaran yang terkan-
dung pada alat bukti surat yang dike-
luarkan oleh seorang ahli tersebut. Jadi
dalam memutus suatu perkara, kembali
lagi pada Hakim itu sendiri yaitu harus
berdasarkn alasan dan pertimbangan
hukum.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dike-
mukakan berdasarkan hasil penelitian ini ada-
lah sebagai berikut :
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a. Perlunya pemahaman dan sosialisasi

terhadap masyarakat khususnya kaum
perempuan seperti menjelaskan tentang
lindak pidana perkosaan, tindakan-tin-
dakan apa saja untuk mencegah terja-
dinya tindak pidana perkosaan, dan
tindakan-tindakan apa saja yang harus
dilakukan jika mengalami tindak pida-
na perkosaan hal ini mengingat betapa
pentingnya hak-hak dan kedudukan
perempuan dalam masyarakat.

. Dalam hal ini diperlukan tambahan

pengetahuan bagi penyidik mengenai
istilah-istilah kedokteran dalam suatu
Visum et Repertum. Pengetahuan ini
penting agar penyidik tidak menafsir-
kan secara apa adanya tentang hasil
Visum et Repertum yang diperoleh se-
hingga dapat mempengaruhi dan me-
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nentukan tindak lanjut penyidik dalam
memeriksa perkara tersebut.

Hal-hal yang termuat dalam Visum et
Repertum korban perkosaan selama ini
selalu dalam bentuk yang umum dan
baku mengenai hal-hal yang diperiksa,
sebaiknya dapat dilakukan secara lebih
lengkap dan tidak terpaku pada halhal
yang umum tersebut. Seperti misalnya
mengenai bentuk dari tanda-tanda ke-
kerasan dan tanda persetubuhan, ke-
mungkinan korban mengalarni keadaan
pingsan atau tidak berdaya saat dilaku-
kan perkosaan, hal ini sebaiknya dican-
tumkan pula dalam Visum et Reper-
tum. Hasil yang lengkap ini sebaiknya
juga diikuti dengan pemaparan yang
jelas dan tidak banyak mengandung ka-
ta-kata medis yang kurang dipahami

oleh penyidik.

End Not
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